
BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 49 TAHUN 2()16

TENTANG

KEDI DITKAT{, SUSUI{AI{ ORGAI{ISASI, TUGAS, Ft rrcsr DAIY TATA

DINAS PERTANHN

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi

kerja perangkat daerah ditetapkan dengan

Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan se

dimaksud pada hur-uf a, perlu menetapkan

Bupati tentang Kedudukan, Susunan O

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Be

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lem Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

b.

ayat (3)

tentang

Daerah,

dan tata

turan

mana

raturan

, T[gas,

tentang

dari

bahan

tentang

mbaran

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boalemo (

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 N or 178,



J.

4.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
3889); Sebagaimana telah diubah dengan
undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang peru

Undang-Undang Nomor 50 Tahun lggg
Pembentukan Kabupaten Boalemo ( Lem

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, T
Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000
Pembentukan Provinsi Gorontalo (l,embaran
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, T
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2O14

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7) seba

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2015 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I
Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan l,ernbaran

Republik Indonesia Nomor. 5887);

Peraturan Daerah Nomo:- 5 Tahun 2O16

Pembentukan dan Susunan perangkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahu
Nomor 5, Tambahan lrmbaran Daerah Ka'

Boalemo Nomor 302).

6.

MEMUTUSKAN :

PDRATURAN BUPATI TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

PERTANIAN

KEDUDUKAN, SMenetapkan

DAN TATA KERJA

Nomor

Undang-

Atas

tentang

Negara

mbahan

s);

tentang

Negara

bahan

0);

tentang

epublik

mbaran

lmana

Tahun

n 2015

epublik

tentang

donesia

Negara

tentang

Daerah

2016

upaten

SUNAN

DINAS

I



BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

Pemerintaha.n Daerah adalah penyelenggaraan urusan peme
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Ralryat
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Republik Indonesia Tahun L945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye
pemerintahan daerah yang memir-.rpin pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan caerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Perwakilan Rakyat Daerah ci:rlanr penyerenggaraan
pemerintahan yang menjacii kewenanl,,an daerah.
Bupati adalah Bupati iialtupaten Boalemo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris [)aer.ah Kabupaten Boale
Dinas Pertanian yang selanjutnl,;1 clisebut Dinas adala.
Pertanian Kabupaten Boalemo.

Kepala adalah Kepala Dinas pertanian Kabupaten Boalemo.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGN{ISASI, TUGAS DAN FUN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibaw
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ntahan

Daerah

prinsip

tuan

a

urusan

Dewan

urusan

o.

Dinas

h dan



Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

{1). Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris Membawahi :

1. Sub Bagian penyusunan program dan Kepegarr,,aian.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

c. Bidang Prasarana dan Sarana :

1. Seksi Lahan dan Irigasi
2. Seksi pupuk, pestisida dan Alsir.rtan

3. Seksi pembiayaan dan Investasi
d. Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura :

1. Seksi perbenihan dan perlindungan

2. Seksi produksi

3. Seksi pengolahan dan pemasaran

e. Bidang perkebunan 
:

1. Seksi Perbenihan dan perlindungan
2. Seksi produksi

3. Seksi Pengolahan dan pemasaran

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Heu,an :

1. Seksi Pembibitan dan produksi

2. Seksi Kesehatan Heu,an

3. Seksi Kesmavet, pengolahan dan pemasaran

g. Bidang Penyuluhan:

1. Seksi Kelembagaan

2. Seksi Ketenagaan

3. Seksi Metode dan Informasi
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dan sekretariat dipimpin oreh seorang Kepala Bi
sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Di
Seksi dan sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan
sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala

(2).

(3).

dan Sekretaris Dinas.

dan

Kepala

idang

I



(4). Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai

kemampuan sesuai bidangnya.

(5) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum
Peraturan Bupati ini.

Dalam melaksankan tugas

mempunyai fungsi :

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

sebagaimana dimaksud dalam pasal

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman
hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan

penyuluhan pertanian;

penyusunan programa penyuluhan pertanian;

pengembangan prasarana pertanian ;

pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyedi

tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan penggunaan sarana pertantan;

f. pembinaan produksi di bidang pertaniarr;

g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan

hewan;

h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dan fungsinya

Bagian Keempat

I*ungsl

Pasal 5

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
3 dan pasal 4, Dinas mempunvai kewenangan :

a. menyusun rencana program dan kegiatan di '

b. menyusun petunjuk teknis pelayanan urnum
c. menyusun rencana teknis koordinasi <larr

Pertanian;

kom

b.

c.

d.

bidang Pertanian;

di bidang Pertanian

pembinaan pen

dalam

nsi dan

ampiran

, Dinas

pangan,

serta

benih

yakit

bangan

I

11



d' memberian perizinan dan peraksanaan pelayanan
Pertanian;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaksanaan program dan kegiatan pertanian;

f' melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan $um
manusia aparat pertanian ctan petani;

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
di bidang pertanian;

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUIVGSI

Bagian Keratu

Kepala Dlnas

Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah
merencanakaan dan melakukan pengawaasan terhadap
kegiatan pembangunan di bidang pertanian.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daram
Kepala Dinas mempunayai fungsi :

a. merencanakan dan mengarahkan sasaran dan
pembangunan Pertanian yang mengacu pada sasaran dan
pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor
tanaman pangan, hortikurtura, perkebunan dan peterna
penyuluhan pertanian;

menyusun rencana dan pelaksanaan program dan kegizrtan di
Pengawasan pelaksanaan program cran kegiatan di iingkungan
pengendalian, evaluasi dan peniiaian terhadap pelaksanaan
dan kegiatan di lingkungan dinas;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Eupati
kebijakan bidang pertanian tanaman pangan, ho
perkebunan dan peternakan ;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingka
maupun tingkat daerah;

g. melaksanakan tugas dinas iainnya yang diberikan oieh Bupati;

supervisi

b.

c.

d.

bidang

adap

layanan

dalam

dalam

dan

bijakan

bijakan
,rtanian

n dan

as;

inas;

entang

ultura,

pusat



Bagian Kedua

Sekretaris Dinas

Pasal 8

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelaya

administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Di
pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, adm:ni
perlengkapan dan penyusunan rencana program.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daram

sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

a. menyiapkan rencana program dan kegiatan serta penyedi

penyajiaan data tentang profil dan ruang lingkup tugas Dinas;
b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalia

menyusun laporan;

c. pengeloiaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan
d. menghimpun peraturan perundang - undangan yang

pelaksanaan program dan kegiatan Dir-r:rs;

e. penyiapan informasi dan hubungan masyarakat serta
perpuptakaan;

f. pengelolaan administrasi umum. l<euangan, kepegawai
perlengkapan;

g. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeri

h. melaksanakan tugas Dinas lainnya )'ang diberikan oleh kepa

Paragraf 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegau,,aian melakukan
bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pe

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

bagian Penyusunan Program dan Kepegau,aian mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis
kegiatan tahunan di bidang pertanian;

b. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pe

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

teknis

as serta

umum,

serta

kearsi ,

terkai dengan

lolaan

n dan

,

Dinas;

yiapan

tauan,

10, sub

sanaan



C.

d.

e.

f.

melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
di bidang pertanian;

melakukan pemantauan

di bidang pertanian;

melakukan penyusunan

melakukan penyusunan

dan evaluasi pelaksanaan program dan

laporan kinerja di bidang pertanian;

laporan dan pendokumentasian

bagian Perencanaan dan Kepegawaian;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dina

dengan tugasnya.

h. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian

dan Kepegawaian;

i. melakukan penyiapan bahan koordinasr dan penyusunan

program di bidang pertanian;

j melakukan penyiapan bahan koordinasi rlan penyusunan an

bidang pertanian;

k. meiakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan
Kepegau,aian;

1. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegarvai;

m. melakukan urusan tata usaha kepegau,aian, disiplin pega

evaluasi kinerja pegawai ;

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 12

Sub bagian umum dan Keuangan mempunl'ai tugas Melakukan

kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehuma
protokol serta ketatalaksanaan, melakuk:ur penyiapan urusan
dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 13

Da-iam melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl dalam pasal

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian umu
Keuangan;
melakukan urrlsan kerja sama, hubungan masyarakat dan p

melakukarn evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

b.

C.

statistik

giatan

tan Sub

sesuai

canaan

ran di

bangan

urusan

dan

uangan

12, sub

dan



ob'

h.

i.

j

k.

d. melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan

perundang-undangan;

e. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan
pegawai;

f. melakukan urusan perbendahaan, pengelolaan

bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membaya

melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

melakukan urusan gaji pegawai;

melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian U

Keuangan dan Aset;

melakukan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaa

bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membay

melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengeiolaan

keuangan;

melakukan penyusunan laporan keuangan ;

melakukan penyiapan bahan pemantaua.n tidak lanjut la
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan

melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (R

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPIIU);

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan,

penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;

melakukan penyiapan penyusunan laporan dan ad

penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
r. melakukan penyuslrnan laporan dan pendokumenlrsian

Subbagian Umum dan Keuangan dan Aset; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

dengan tugasnya

Bagian Ketiga

Bldang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 14

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempuny

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

dan sarana pertanian.

1.

m.

o.

p.

n.

q.

pen bangan

um dan

negara

)

okumen

hasil

ti rugi;

U) dan

rang;

yaluran,

inistrasi

kegiatan

sesual

tugas

berian



e.

f.

ob.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud rl;llam
Bidang Prasarana dan sarana Pertanian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pe

b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi
d. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida,

dan mesin pertanian;

Pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian;

Pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian;

Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana
dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

dengan tugas dan fun

Paragraf 7

Seksi Lahan dan Irigasi
Pasal 16

dan Irigasi mempunyai tugas melakukan pen

kebijakan, dan pemberian bimbingan

serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan

Pasal 17
Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiarn
seksi Lahan dan irigasi mempunyai fungsi :

a- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
Seksi Lahan dan lrigasi;

b. melakukan penyiapan bahan pen-\,usunan kebijakan, di
pengembangan lahan dan irigasi pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penyeclraan lahan, jaran usaha
jaringan irigasi tersier;

d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, k
optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan
lahan pertanian;

melakuka:r penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kele
pemakai air;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian

Seksi Lahan dan Irigasi; dan

Seksi Lahan

penyusunan

pemantauan

g.

rta alat

sesuai

bahan

dan

ggaran

bidang

ta guna

bagaan



h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

dengan tugasnya.

Paragral 2
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 18

Seksi Pupuk, Pestisida, AIat dan Mesin Pertanian mempunya

Melakukan penyiapan bahan penlrusunan dan pelaksanrean ke

pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Pasal 19

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai

a. melakukan penyiapan bahan pen)^lsunan rencana dan a
Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

b. melakukan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida,

mesin pertanian;

d. melakukan pengawasan peredaran <lan p:ndaftaran pupuk,

alat dan mesin pertanian;

e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan

pertanian;

f. melakukan penlrusr-lllitn pelaporan cltttt pendokumentasian

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; rlirn

g. melakukan tugas lain yang diberikrrn oleh Kepala Bidang

dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pembiayaan dan Investasi

Pasal 2O

Seksi Pembiayaan dan

trahan penJrusunan

pemberian bimbingan

dan investasi di bidang

Investasi mempunyai tugas melakukan

dan pelaksanaan kebijakan, pelaksana

teknis serta pemantauan dan evaluasi pem

pertanian

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

Pembiayaan dan Investasi memplrnyai fungsi :

Bidang sesual

tugas

ijakan,

bidang

bidang

t dan

mesin

sesuai

ylapan

dan

iayaan

, Seksi



b.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan angga

Pembiayaan dan Investasi;

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan

bimbingan teknis pembiayaan di bidang pertanian;

C. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiay

investasi pertanian;

melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertani

melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 22

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mel

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, clan pemberian bimbin
serta pemarrtauan dan evaluasi di bidang tanaman pan

hortikultura.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangarl dan hortikultu
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di

tanaman pangan dan hortikultura;
pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman
hortikultura;

pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi

tanaman pangan dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penan

bencana alam, dan dampak perubaharr iklim di bidang
dan hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran

bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman

dan hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

d.

e.

c.

d.

Seksi

berian

,

kegiatan

dengan

sanakan

teknis,

dan

bidang

bidang

langan

pangan

hasil di

pangan



i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
tugas dan fungsinya.

Paragra.f I
Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 24
Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas m
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perben

perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapEln bahan penyusunan rencana dan an

Perbenihar: Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortiku.ltra;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pan

hortikuitra;

c. melakukan penyiapan bal-ran penyediaan dan pengawasan

benih di bidang tanaman pangan dan hortikultra;
d. melakukan penviapan bahan pengarr^,asan dan pengujiar: mutu

bidang tanaman pangan dan hortikultra;
e. melakukan penyiapan bahan sertifikasr benih dan pengerrdal

benih di bidang tanaman pangan dan hortikultra;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan

pengembangarl varietas unggul di bidang tanaman pan

hortikultra;

melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pen

benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultra;
melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi ben

kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultra;
melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan
j.melakukan penyiapan bahan pengamatan OpT di bidang

pangan dan hortikultra;

ob.

h.

dengan

lakukan

berian

dan
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k. melakukan menyiapan bahan pengendalian,

operasional pengamatan dan peramalan OPT di
dan hortikultura;

pemantaLtan,

S.

bidang

1. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OpT d
tanaman pangan dan hon-ikultra;

n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian

di bidang tanaman pangan dan hortikultra;
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan

bidang tanaman pangan dan hortikultra;
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam

tanaman pangan dan hortikultra;
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbeni

periindungan di bidang tanaman pangan clan hortikultra;
r. melakukan penyusunan laporan dan penclokumentasian kegia

Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultra;
melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesua

tugasnya,

Paragraf 2
Seksi Produksi

Pasal 26

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pe

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikul,ura

Pasal2T
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

Produksi mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan an

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
meiakukan penyiapan bahan pen\/usunan kebijakern, di
peningkatan produksi tanaman pangan clan hortikultura;
melakukan menyiapkan bahan pen.vusunan rencana tan
produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
melakukan b'imbingan peningkatan mutu dan produksi di
tanaman pangan dan hortikultura;

e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang

pangan cian hortikultura;

b.

c.

d.
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bidang

terpadu
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bidang
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f. melakukan penyusunan laporan dan per-rdokumentasian kegia

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesui

tugasnya.

Patagraf 3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 28

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempun-1,ai

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan,

tugas melakukan

dan pemberian bi

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pen

pemasaran hasil tanaman pangan tanaman dan hortikulturra..

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman

Hortikultura mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortiku

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di

pengoiahan hasil tanaman pangan dan hor"tikultura;

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengemban

pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil

tanaman pangan dan hortikultura;

melakukan penl,iapan bahan penerapan cara produksi pan

yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan

pengoiahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikul
melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar d

tanaman pangan dan hortikultura;

g. melakukan fasilitasi promosi produk cli bidang tanaman pan

hortikultura;

h.

i.

melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pe

dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikuicu

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikult-ur
j. meiakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian

C,

d.

e.

f.

Pengoiahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikul ura;
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k. melakukan iugas lain

tugasnya.

yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 30

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebrjakan di bidang perbenihan, produksi, perli

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penl.ediaan benih d

perkebunan;

c. penga\..asaa mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebu

f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebi:.karan

perkebunan;

g. pemberian birrrbingan pascapanen, pengolahan dan pernasaran

bidang perkebunan;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan

pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

pelaksanaah tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesu

tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Seksi Perbenihan dan Perllndungan

Pasal 32

Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perben

perlindungan perkebunan.

h.

i.
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d.

e.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas senagaimana dimaksud dalam pasal

Perbenihan dan Perlindungan memmpunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

b. melakukan penyiapan bahan penvusunan kebijakan di

perbenihan dan perlindungan perkebunan;

c. melakukan penyediaan clan pengawasan peredaran/penggunaan

bidang perkebunan;

melakukan penga\ rasan dan perrgujian mutu benih

perkebunan;

melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih

perkebunan;

f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas

bidang perkebunan;

g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan

benih yang beredar di bidang perl,:ebunan;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan

kelembagaan benih di bidang perkebunan;

produksi

melakukan penyiapan bahan pengendaliair OPT di bidang perke

melakukan penyiapan bahan pengamatan C)Pl di bidang perkeb

melakukan menyiapan bahan pengendaiian, pemantarran, bi

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebu

melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;

melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT d
perkebunan;

melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendaliar-r

di bidang perkebunan;

melakukan penyiapan bahan penanganan dampak pertrbahan

bidang perkebunan;

melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam

perkebunan;

q. melakukan pemberian birnbingan teknis perbenihan dan perlind

bidang perkebunan;

r. melakukan penyusunarl pelaporan dan pendokumentasian

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan

1.

j
k.

t.

m.

n.

o.

p.

ben

2 Seksi

bidang

benih di

bidang

1di

luaran

dan

nan;

nan;

bingan

)

bidang

terpadu

iklim di

bidang

ngan di



s. dengan

Pasal 34

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyia bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan te is serta

pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebgaiamana dimaksud dalam

Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

Produksi Perkebunan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
perkebunan;

pasal 4, Seksi

c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi
perkebunan;

melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi

perkebunan;

melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya c

perkebunan;

melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
ob' melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesua dengan

tugasnya.

Parugraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 36

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan,

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

hasil perkebunan

Pasal 37
Dalam melaks;anakan tugas sebgaiamana dimaksud dalam
Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

melakukan tugas

tugasnya

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Patugraf 2
Seksl Produksi Perkebunan

anggar

bidang

Seksi

roduksi

d.

e.

i bidang

bidang

bidang

kegiatan

Seksi



b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , di
pengolahan hasil perkebunan;

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengem
pengolahan hasil di bidang perkebunan;

d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan arat

hasil di bidang perkebunan;

e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pan

yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan
pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar
perkebunan;

melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan telmis pe

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan;dan

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

tugasnya.

Bagian Keenam

Btdang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 38
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbi
serta pemantauan dan evaluasi di birlarrg perternakan dan
hewan.

Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3g
Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunvai fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi,
kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan
di bidang perternakan;

pengeiolaan sumber daya genetik hewan;

pengenda-lian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak
ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

ctb.

h.

b.

C.

d.

pete

pemasa

bidang

unit

olahan

yakan

bidang

golahan

golahan

kegiatan

dengan

akan

teknis,

Bidang

dan

hasil

pakan



e. pengendalian penyakit heu'an dan penjarninan kesehatan hewan

f. pengawasan obat hervan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan,

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa

i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis

veteriner dan kesejahteraan hewan;

j. pemberian izinlrekomendasi di bidang peternakan,

dan kesehatan masyarakat veteriner;

k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasara

bidang peternakan;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehata

dan

m. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesu

tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Seksi Perbibitan dan Produksi

Pasal 4O

Seksi Perbibitan dan Produksi melaksanakan tugas melakukan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit,

produksi peternakan

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

Benih/Bibit dan Produksi;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di

benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran

benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan

Hijauan Pakan Ternak (HPT);

e. melakukan penyiapan bahan penga\vaszrn produksi, mutu

benih/bibit ttPt;
f. melakukan penyiapan bahan pengujian lrenih/bibit HPT;

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya geneti

melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

dan produk h

Medik Veteri ,

kesehatan m iyarakat
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h

i.

j.

. melakukan pemberian binebingan peningkatan produk pe

melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat

distributor;

d. melakukan penyiapan bahan pengamatan,

pemberantasan penyakit hewan ;

pencegah

e. melakukan penyiapan Lrahan penetapan persyaratan teknis

hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehata-n heu'an;

g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutu

pembukaan daerah wabah penyakit hew'an menular;

h. melakukan penyiapan bahan penga\\'asan peredaran dan

mutu obat hewan;

i. melakukan penyiapan

distributor obat hewan;

bahan penerbitan izinfrekorne

j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumen'-asian

Seksi Kesehatan Hewan; dan

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesu

tugasnya.

Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternal<an; dan

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesu

tugasnya.

dengan

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Heuran

Pasal 42

Seksi Kesehatan Hewan melaksanakan tugas penyiapan bahan pe usunan

kebijakan, peiaksanaan, dan pemberian bimbingan tekn s serta

pemaltauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan'

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman climaksud dalam pasal 2, seksi

Kesehatan Heu'an memPunl'ai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan angga

Kesehatan Hewan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

hewan;

kegiatan
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dan
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dan

erapan

usaha
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ai dengan
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Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pasal 44
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta peman

evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, p€tr

pemasaran hasil peternakan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pema

mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pema

Peternakan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil petern

melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penangan

dampak, hygiene dan sanitasi usaha prorluk hewan;

melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk h

kecil;

melakukan penyiapan bahan rekonrcndasi teknis hasil

dokumen aplikasi pengeluaran dan/ataLl pemasukan produk he

melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk
melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk h

melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

C.

d.

e.

f.

ob.

h.

i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan

hewan qurban;
j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengem

pengolahan hasil di bidang peternakan;

k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan aiat
hasii peternakan dan kesehatan he,*'an;

l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi
yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan k

pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan h

m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar

peternakan dan kesehatan hewan;
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,",.*"rl

o. melakukan penyiapan

hewan, pengolahan dan

p. melakukan pematauan

hewan, pengolahan dan

q. melakukan penyusunan

Kesehatan Masyarakat

n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang

kesehatan hewan;

bahan pemberian bimbingan tekni,r

pemasaran hasil di bidang peternakan;

dan evaluasi pelaksanaan kegiatall

pemasaran hasil di bidang peternakan;

laporan dan pendokumentasian kegra

Veteriner, Pengolahan dan Pemasa

Peternakan;

r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesua

tugasnya

Bagian Kett$uh
Bidang Penyuluhan

Pasal 46

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pen

kebijakan, programa dan pelaksanaan pen-yuluhan pertanian.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal

Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;

b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekan

kerja, dan metode penyuluhan pertanian:

pengurnpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelem

forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. peningkatan kapasitas penyuluh Peginvai Negeri Sipil, swad

swasta;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang penvuluhan pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesua

tugas dan fungsinya

Paragraf 7

Seksl Kelembagaan

Pasal 48

Seksi Kelenrbagaan mempunyai tugas melakukan penyia
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c.

pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

Kelembagaan, mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusulran rencana dan anggar

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ;

b. melakukan penyiapan bahan pen.yusunan kebijakan di

kelembagaan penyuluhan pertanian ;

melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan,

kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengem

peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi

penyuluhan pertanian;

melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan

kelembagaan petani;

melakukan penyiapan bahan penilaian clan pemberian pengha

penyuluhan pertanian;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegi

Seksi Kelernbagaan Penyuluhan Pertanian; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesu

tugasnya

Paragraf 2

Seksi Ketenagaan

Pasal 50

Seksi Ketenagaan mempunyai tugas Melakukan perryia

penyusunan kebijakan, pelaksanaam, dan pemberian bimbingan te

pemantauan dan evaiuasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertan

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Ketenagaan mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

Ketenagaan Penyulu han Pertanian;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ke

penyuluhan pertanian;

c. melakukan penyusunan

penyuluhan pertanian;

Gb.

h.

dan pengelolaan database

n Seksi

bidang

bagaan

balai

Seksi

dengan

bahan

is serta

pasal



Seksi Metode

penyusunan

pemantauan

pertanian

d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kom

ketenagaan penyuluhan pertanian;

e. melakukan penyiapan b6han dan fasilitasi penilaian dan

penghargaan penyuluh pertanian;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan

penyuluhan pertanian;

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Metode dan Informasi

Pasal 52

dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyia

kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan te

dan evaluasi di bidang metode dan informasi

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

Metode dan Informasi mempunyai fungsi :

a. melakukan penyiapan bahan pellyusunan rencana dan

Metode dan Informasi Penl'q1q1ran Pertanian;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program

pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunarl materi dan

metodologi penyuluhan pertanian;

d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan

metodoiogi penyuluhan pertanian;

e. melakukan penyiapan bahan informasi dan meciia

pertanian;

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pen

manajemen informasi penyuluhan pertanian;

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegia

Metode dan Informasi Pen5,silriran Pertanian; dan

h. mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

dengan tugasnya

pen

penge

kerja

berian

Seksi

dengan

bahan

is serta

yuluhan

2, seksi

luhan

bangan

bangan

yuluhan

sistem

Seksi

sesuai

I



Bagian KedelaPan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 54

UPTD adalah unsur pelaksana operasional di lerpangan

dilaksanakan sebagai kegiatan teknis penunjang yang me

witayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 55

UPTD dipimpin oleh seorang kepala UF"ID yang berada diba

bertanggungjawab kepada kepala Dinas serta diangkat dan di

oteh Bupati atas usul kepala dinas.

Pasal 56

UPTD mempunyai tugas sebagai palaksana teknis ope

sesuai dengan bidangnya dan pelaksanaan prograrn

pembangunan Pertanian di tingkat kecamatan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

UPTD mempunyai fungsi:

a. melaksanakan kebijakan dan petunjr.rk teknis yang di te

Kepala Dinas;

b. melaksanakan tugas - tugas yang di atur oleh instansi tekni

lebih tinggi

c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisa

pelaksanaan tugas, baik dalam lingkungan masing - masi

satuan organisasi dan /atau dengan instansi terkait dala

kerjanya.

Pasal 58

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala UmD dibantu oleh

Usaha yang melaksanakan tugas pengarsipan, penyedi

penyajran data serta petugas operasional program yang mela

tugas penyusunan, peiaksanaan dan evaluasi program.

Pasal 59

Petugas adminitrasi dan petugas operasional program d

hentikan oleh kepala dinas atas usul kepala UPTD.

Pasal 6O

Atas kuasa peraturan perundang

ketentuan mengenai nomenklatur,

wilayah kerja UPTD, diatur tersendiri

undangan ),ar1g le

organisasi dan tata k
clengan peraturan Bu

a serta

untuk
punyai

h dan

ntikan

Dinas

kegiatan

56,

oleh

.ya yang

dalam

g, antar

wilayah

Tata

dan

sanakan

at dan di

h tinggi,



Bagian Kesembllan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 61

Kelompok Jabata.n Fungsional mempunyai tugas

penyusunan programa penyuluhan pertanian;

perencanaan dan penerapan metode penyuluhan

pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penye

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan'

Pasal 62

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Kelompok jabatan fungsional mempun,r'ai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang diteta

kepala dinas;

b. melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh

teknisnya yang lebih tinggi;

c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinl':ronisas

pelaksana tugas, baik dalam lingkungan masing - masi

satuan organisasi dan/atau dengan instansi terkait

keda.

Pasal 63

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri

fungsional yang diatur dan diLetapkan

perungang - undangan.

dari sejum

Kelompok Jabatan Fungsional clipimpin oleh seoran

fungsional senior selaku Koordinator yang ditunjuk

dibawah serta tanggung jau,ab kepada kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan k

dan beban kerja.

Sistem kepangkatan, jenis dar-r .jenjang jabatan fungsion

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesu

peraturan peru ndang-undan gan .

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilak

dengan perturan perundang-u ndangan.

berdasarkan

(2)

(s)

(4)

(s)

m

m

ukan

lakukan

rtanian;

materi

lakukan

masing-

sal 61,

an oleh

instansi

dalam

g, antar

wilayah

tenaga

raturan

tenaga

berada

butuhan

I di atur

i dengan

sesual



BAB IV

KEPEGAtrIAIAN DAN ESIELONERIITG

Pasal 64

Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingku

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u

yang belaku.

(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pej

pegawai dilingkungan dinas sesuai dengan

perundang-undangan.

Pasal 65

Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb'

Sekretaris Dinas adalah jabatan struktural eselon iIIa.

Kepala Bidang adalah jabatan sruktural eselon IIIb.

Kepala seksi, kepala Sub bagian dan Kepala U

Jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 66

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organ

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip k

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masi

maupun atar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Dae

dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai den

dan fungsi masing-masing;

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi ba

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Pe

undangan;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab mem

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

bimbingan serta pentunjuk-pentunjuk bagi pelaksanaa

bawahannya;

Setiap laporan yang diterima oleh

bawahannya wajib diolah dan

penyusunan laporan lebih lanjut

kepada bawahannya;

pimpinan satuan orgarl

dipergunakan se

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

{2)

(4)

dan untuk memberikan

Dinas,

dangan

t dan

raturan

adalah

sasi dan

rdinasi,

-masing

h serta

tugas

annva

ngambil

ndang-

pin dan

berikan

tugas

dari

bahan

petunjuk



(s) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan SatLlan

dibantu oleh satuan organisasi dibawahannya dan dalam

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-nrasi

mengadakan rapat berkala.

BAB VI

I(BTENTUAN PEIIUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten

Diundangkan Ci Tilamuta

Pada Tanggal a3 tBqlBeF 2OL6

-.
.t SUJARNO ABD HAMID

(BBzuTA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR

di Tilamuta

isasi

rangka

wajib

2076

.s-g/)

SEKRETARIS I(ABUPATEN BOALEMO

.)

23 DRSE-/y7BF/e
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